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Abstrak
 

"<b>ABSTRAK</b><br>"

Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum

kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit

maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu

syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa

kepailitan di Indonesia yang dalam kasusnya terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus

ini adalah perkara kepailitan PT Sri Melamin Rejeki, terdiri dari 3 tiga tingkatan putusan, yakni putusan

tingkat Pertama dengan nomor : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst; putusan tingkat Kasasi dengan nomor :

45K/Pdt.Sus/2013; dan putusan tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor : 111PK/Pdt.Sus/2013.Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti

Contractus ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan pembuktian sederhana terhadap

eksistensi utang tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah syarat pembuktian

sederhana terhadap eksistensi utang tersebut terpenuhi ataukah tidak. Pasalnya, salah satu bukti adanya

kesulitan dalam menilai ini dapat dilihat pada sengketa pailit PT Sri Melamin Rejeki yang mana pada

tingkat Pertama dinyatakan ditolak permohonan pailitnya, sedangkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan

Kembali permohonan pailit tersebut diterima. Dengan demikian, dalam perkara yang terdapat penerapan

prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, Majelis Hakim yang memeriksa seharusnya berhati-hati dalam

memutus permohonan pailit yang diajukan karena dikhawatirkan pembuktian sederhana atas eksistensi

utang tidak dapat terpenuhi.

"<hr>"

"<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis is a study about the implementation of the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle in

bankcruptcy law. With the implementation of this principle in a Bankcruptcy Case, will be related with the

simple substantiation of the existence of debt which is one of the requirements of bankruptcy declaration

contained in Article 2 Paragraph 1 Jo. Article 8 Paragraph 4 of Law Number 37 Year 2004 concerning

Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt. There is application of this principle in

bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki ldquo SMR rdquo which consists of three levels of judicial

decision, the first level decision, number 64 Bankrupt 2012 Pn.Niaga.Jkt.Pst the decision of Cassation,

number 45K Pdt.Sus 2013 and the verdict of the Review Level, number 111PK Pdt.Sus 2013.The writing of

this thesis uses normative juridical research method. Implementation of Exceptio Non Adimpleti Contractus

principle indicates problems related to the simple substantiation of debt existence. This problem poses a

difficulty in assessing whether the simple subtantiation conditions for the existence of such debt are met or
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not. The evidence of difficulties in assessing this can be seen in the dispute PT ldquo SMR rdquo which at

the First level has been denied petition for bankruptcy, while at the level of Cassation and Review, the

request for bankruptcy is accepted. Thus, in the case of applying the Exceptio Non Adimpleti Contractus

principle, the Panel of Judges examining should be cautious in terminating the petition for bankruptcy

because it is feared that the simple subtantiation of debt existence can not be fulfilled.


